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ABSTRAK :  - bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pengeluaran barang impor dari 
kawasan pabean serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas pengeluaran 
barang impor dengan mempercepat proses penelitian keasalan barang sesuai dengan 
praktik kepabeanan internasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang 
yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 
3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana diubah 
dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 
(LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 240, 
TLN No. 6140), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Direktur Jenderal dapat menetapkan keasalan barang atas barang yang akan diimpor 
dalam Skema Preferensi atau Skema Non-Preferensi sebelum diajukan Pemberitahuan 
Pabean berpedoman pada ketentuan mengenai Ketentuan Asal Barang yang diatur 
dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang 
impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasiona dan ketentuan mengenai 
Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam Peraturan Menteri atau peraturan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk 
memenuhi ketentuan atau kebijakan di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh 
suatu negara atau sekelompok negara. Untuk mendapatkan penetapan keasalan 
barang pemohon mengajukan permohonan PKBSI kepada Direktur Jenderal melalui 
Direktur yang disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur melakukan penelitian terhadap 
permohonan dan dokumen yang dilampirkan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan 
dapat menyampaikan permintaan tambahan data, contoh barang untuk keperluan 
identifikasi, dan/ atau informasi lainnya. Direktur atas nama Direktur Jenderal 
memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja, untuk Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau 
Mitra Utama Kepabeanan dan 40 (empat puluh) hari kerja, untuk pemohon lainnya, 
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. PKBSI yang telah diterbitkan 
dapat dilakukan perubahan berdasarkan permohonan dari pemohon yang 
bersangkutan. PKBSI yang telah diterbitkan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tanggal diterbitkan. Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat mencabut PKBSI. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 



  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 3 Februari 2022. 

  - Lampiran: halaman 18-43. 

    

 


